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ABSTRAK

Pajak menjadi pilar penerimaan negara. Namun, rasio penerimaan pajak
Indonesia belum ideal disandingkan dengan OECD. Sehingga, diperlukan
kesadaran bagi wajib pajak untuk taat memenuhi kewajiban perpajakannya. Niat
wajib pajak untuk patuh dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik secara internal
ataupun eksternal. Penelitian ini berupaya untuk mendeterminasi kepatuhan pajak
UMKM melalui faktor digitalisasi sistem perpajakan, perspektif keadilan, dan
kepercayaan kepada otoritas.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif asosiatif dengan metode
pengambilan sampel purposive random sampling. Dengan menerapkan formula
slovin, sampel yang digunakan berjumlah 100 orang pelaku UMKM dan telah
mengisi kuesioner penelitian di google form. Sebelumnya, kuesioner yang telah
lolos uji validitas dan reliabilitas disebar melalui sosial media selama 30 hari
pengamatan. Data yang diperoleh direkapitulasi untuk dilakukan analisis deskriptif
dan analisis statistik menggunakan program statistik SmartPLS versi 4.0.

Hasil pengujian mencerminkan bahwa digitalisasi sistem perpajakan,
perspektif keadilan, dan kepercayaan kepada otoritas memiliki pengaruh yang
positif dan signifikan terhadap kepatuhan UMKM. Hasil penelitian dapat
dikonfirmasi dengan Slippery Slope Framework yang terbentuk dari 2 (dua) unsur,
yakni peran kuasa (power) dan kepercayaan (trust). Peran kuasa otoritas pajak
tercermin dalam kebijakan untuk menyediakan sistem pelayanan berbasis digital
(e-system). Transformasi e-system menghadirkan layanan tanpa batas sehingga
mampu menggerakkan niat wajib pajak untuk memanfaatkan teknologi yang dapat
dijelaskan dengan Technology of Acceptance Model Theory. Penerimaan teknologi
terjadi ketika teknologi memberikan kemudahan dan manfaat bagi wajib pajak.
Peran kuasa dalam Slippery Slope Framework dapat seimbang atau memberikan
kontribusi kepatuhan apabila diikuti dengan kepercayaan wajib pajak terhadap
otoritas pajak. Hal ini dijelaskan oleh Fairness Heuristic Theory. Kepercayaan
terbangun apabila kebijakan bersifat adil. Kebijakan yang adil semakin
memperkuat legitimasi otoritas pajak yang kemudian mendorong kepatuhan
UMKM. Hal ini didukung oleh Legitimacy Theory. Penelitian ini ke depannya
diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk menggunakan e-system bagi
UMKM yang belum menggunakan. Kemudian, penelitian ini bermanfaat menjadi
bahan evaluasi dari upaya reformasi yang telah dilaksanakan oleh otoritas pajak.

Kata kunci: digitalisasi, keadilan, kepercayaan, kesadaran, kepatuhan pajak
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ABSTRACT

Taxes are the foundation of state revenue. However, Indonesia's tax revenue
ratio is not ideal compared to the OECD. Therefore, awareness is needed for
taxpayers to obey their tax obligations. The intention of taxpayers to comply is
influenced by several factors, both internally and externally. This research seeks to
determine MSME tax compliance through factors such as the digitalization of the
tax system, the perspective of justice, and trust in authority.

This study used an associative quantitative approach with a purposive
random sampling method. By applying the Slovin formula, the sample used
amounted to 100 MSME actors who had filled out a research questionnaire on
google forms. Previously, questionnaires that had passed the validity and reliability
tests were distributed through social media for 30 days of observation. The data
obtained were recapitulated for descriptive analysis and statistical analysis using
the SmartPLS statistical program version 4.0.

The test results reflect that digitalization of the tax system, a fairness
perspective, and trust in authority have a positive and significant influence on
MSME compliance. The results of the study can be confirmed with the Slippery
Slope Framework, which is formed from two elements, namely the roles of power
and trust. The role of the tax authority's power is reflected in the policy to provide
a digital-based service system (e-system). The transformation of the e-system
provides unlimited services so as to drive the intention of taxpayers to utilize
technology, which can be explained by the Technology of Acceptance Model
Theory. Technology acceptance occurs when technology provides convenience and
benefits to taxpayers. The role of the tax authority in the Slippery Slope Framework
can be balanced or contribute to compliance if it is followed by taxpayer trust in
the tax authorities. This is explained by Fairness Heuristic Theory. Trust is built
when policies are fair. Fair policies further strengthen the legitimacy of tax
authorities, which then encourage MSME compliance. This is supported by
Legitimacy Theory. This research in the future is expected to be a consideration for
using the e-system for MSMEs that have not used it. Then, this research is useful as
evaluation material for reform efforts that have been implemented by the tax
authorities.

Keywords: digitalization, fairness, trust, awareness, tax compliance
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perekonomian Indonesia tidak pernah terlepas atas kontribusi pajak
(Inasius, 2019b). Lebih dari 70% pendapatan negara didominasi oleh sektor
perpajakan yang didistribusikan untuk pembangunan nasional (Kemenkeu,
2022; OECD, 2022; Rahayu dan Adikara, 2022). Fungsi pajak yang sangat
penting mengharuskan pemerintah untuk meningkatkan rasio penerimaan pajak
setiap tahunnya. Akan tetapi, Laporan penerimaan pajak tahun 2021
merefleksikan rasio penerimaan pajak Indonesia berada pada level 10,1%.
Level tersebut jauh dari target yang ditetapkan oleh Organization for Economic
Cooperation and Development (OECD) untuk pembangunan berkelanjutan,
yakni sebesar 33,5%. Apabila dibandingkan dengan negara-negara di kawasan
Asia Pasifik lainnya, nilai tersebut memosisikan Indonesia pada peringkat
ketiga terendah setelah negara Bhutan dan Laos (OECD, 2022).

Rasio penerimaan pajak yang tidak optimal menjadi catatan kerja
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam tugasnya menghimpun penerimaan
negara. Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa diperlukan kerja sama dari
berbagai pihak untuk memberikan upaya yang optimal, termasuk dari pihak
wajib pajak. Salah satunya adalah dukungan wajib pajak yang berasal dari
sektor krusial, yaitu usaha mikro kecil menengah (UMKM). Hal ini ditinjau dari
jumlah UMKM di Indonesia yang menunjukkan peluang untuk memaksimalkan

nilai penerimaan pajak (Hargiyantietal., 2022; Pratiwi dan Somantri, 2021).



Wajib pajak UMKM ini berpotensi menjembatani peningkatan rasio
penerimaan pajak, sebab wajib pajak UMKM menjadi sektor bisnis yang tengah
berkembang secara signifikan saat ini (Edy et al., 2021). Namun di sisi lain,
wajib pajak UMKM juga sangat rentan untuk tidak patuh (Pertiwi et al., 2020).
Sehingga hal tersebut menjadi momentum bagi otoritas pajak guna menggali
potensi pajak dari sektor UMKM melalui berbagai upaya reformasi perpajakan.

DJP selaku otoritas pajak melakukan reformasi perpajakan sebagai
representasi komitmen terbaiknya dalam meningkatkan pelayanan (Ramadhani
dan Sitorus, 2022). Didahului oleh penerbitan Undang-Undang (UU) Nomor 6
Tahun 1983 yang selanjutnya disebut dengan UU Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan sebagai titik awal transformasi ke self assesment system.
Kemudian diiringi oleh berbagai reformasi dari modernisasi administrasi
perpajakan, sunset policy, sensus pajak nasional, reinventing policy, tax
amnesty, omnibus law, hingga lahirnya UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang
harmonisasi peraturan perpajakan yang diikuti oleh PP Nomor 55 Tahun 2022
sebagai pengganti PP Nomor 23 Tahun 2018 bagi pelaku UMKM dengan
harapan dapat mencapai sasaran strategis DJP untuk meningkatkan penerimaan
negara (DJP, 2021a).

Pertumbuhan rasio penerimaan pajak erat kaitannya dengan tingkat
kepatuhan pajak (Ige et al., 2023). Sementara itu, kepatuhan pajak menjadi
persoalan pelik yang selalu timbul bagi setiap negara di dunia, terutama negara
berkembang (Umar et al., 2019). Termasuk Indonesia yang memiliki tingkat

kepatuhan pajak yang belum optimal (Inasius, 2019a). Permasalahan kepatuhan



pajak lahir bersama pemungutan pajak itu sendiri dan hampir tidak bisa
dipisahkan. Kepatuhan pajak di Indonesia dalam hal kepatuhan formal selama
5 (lima) tahun terakhir dijabarkan dalam Tabel 1.1.

Tabel 1.1
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Tahun 2018-2022

Tahun Pajak Wajib Pajak P_enerim_agn Rasio Kep_atuhan
Terdaftar Pajak (Triliun) Penyampaian SPT
2018 42.479.485 Rp1.313,32 71,10%
2019 45.950.440 Rpl1.332,66 73,06%
2020 46.380.119 Rp1.072,11 77,63%
2021 49.820.467 Rp1.278,65 84,07%
2022 66.351.573 Rpl.634,44 83,20%

Sumber: Laporan Direktorat Jenderal Pajak, diolah peneliti tahun 2023

Terjadi fluktuasi pada perkembangan tingkat kepatuhan pajak di
Indonesia yang direpresentasikan oleh Tabel 1.1. Namun, tingkat kepatuhan
tersebut hanya merujuk pada tingkat kepatuhan wajib pajak yang telah terdaftar.
Apabila disandingkan dengan data Badan Pusat Statistik (2022), secara
demografi jumlah wajib pajak terdaftar pada tahun 2022 hanya mencapai 50%
dari jumlah penduduk yang telah bekerja, yakni 135.297 juta jiwa. Hal ini
merepresentasikan kepatuhan untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak
masih perlu untuk ditingkatkan.

UMKM dapat berbentuk usaha pribadi ataupun badan hukum, sehingga
statistik kepatuhan UMKM sulit untuk diperoleh. Selain itu, belum terdapat
Undang-Undang Perpajakan yang secara khusus mengatur mengenai UMKM.
Oleh sebab itu, untuk dapat mendeteksi kepatuhan UMKM khususnya daerah

Provinsi Bali, maka dapat ditinjau lebih lanjut dari jumlah wajib pajak yang



memanfaatkan tarif final 0,5% pada PP 23 Tahun 2018 atau PP 55 Tahun 2022.
Tingkat kepatuhan UMKM disajikan pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Prov. Bali Tahun 2018-2022

Wajib Pajak Wajib Pajak UMKM .
T uMKMPenggna - yangrean - feso Kepaunen
Tarif Final 0,5% Melaporkan SPT
2018 50.691 44,102 87%
2019 65.828 54.741 83%
2020 71.326 50.220 70%
2021 72.886 54.819 75%
2022 73.014 62.037 85%

Sumber: Kanwil. Direktorat Jenderal Pajak Provinsi Bali, diolah peneliti tahun 2023

Kepatuhan pajak UMKM di Bali sesuai dengan Tabel 1.2 berangsur pulih
pasca pandemi. Hal ini merupakan kabar yang baik, sebab kesuksesan dari self
assesment system yang diterapkan di Indonesia sebagai sistem pemungutan
pajak bergantung pada kepatuhan wajib pajak (Sarsadilla dan Usman, 2023).
Adapun Slippery Slope Framework memprediksikan kepatuhan pajak selain
dipengaruhi legitimasi kuasa, juga didominasi oleh kredibilitas otoritas yang
memberikan keyakinan pada wajib pajak (Pereira et al., 2019). Sehingga
penting bagi otoritas pajak dalam meningkatkan keyakinan wajib pajak demi
menciptakan sinergi bagi kedua pihak.

Kolaborasi wajib pajak dengan otoritas terbentuk apabila terdapat
hubungan yang baik yang tercermin dari kualitas layanan otoritas pajak
(Ameliyaningsih dan Jannah, 2022). Oleh sebab itu, guna memberikan layanan
yang lebih efisien dan efektif, otoritas pajak memanfaatkan internet of things
untuk melakukan transformasi sistem layanan secara digital (Hermawan, 2022).

Adopsi teknologi ke dalam sistem layanan menarik sebagian besar minat wajib



pajak usaha kecil di berbagai negara (Gangodawilage et al., 2022). Penelitian
Budiman et al. (2022) memvalidasi bahwa digitalisasi berkontribusi positif
terhadap peningkatan kepatuhan pajak. Meskipun begitu, di beberapa wilayah
seperti Prianger Timur, sistem perpajakan digital belum mampu mendorong
wajib pajak UMKM untuk patuh dalam melaksanakan kewajiban
perpajakannya (Pratiwi dan Somantri, 2021).

Optimalisasi dengan reformasi perpajakan dilakukan tanpa meninggalkan
aspek keadilan. Sebab, kesediaan wajib pajak untuk taat membayar pajak juga
didorong oleh perspektif keadilan wajib pajak terhadap otoritas pajak
(Rachmawan et al., 2020; Taing dan Chang, 2020). Berdasarkan pandangan
Nguyen (2022), kesediaan wajib pajak menaati peraturan perpajakan terhambat
oleh situasi negatif seperti kesulitan koordinasi dengan otoritas pajak atau tidak
setaranya perilaku otoritas pajak di antara satu wajib pajak dengan yang lainnya.
Sehingga hal ini dapat mencederai rasa keadilan wajib pajak secara prosedural.

Perspektif keadilan dapat disegmentasikan secara distributif, retributif,
dan prosedural. Secara retributif, Farrar dan King (2022) menjumpai kepatuhan
pajak di Kanada mengalami peningkatan setelah publik mengetahui pelaku
penggelapan pajak diberikan hukuman atas perbuatannya. Sementara itu, di
Nigeria, kombinasi antara keadilan distributif, prosedural, dan retributif relatif
memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan (Alawode dan
Adegbie, 2022). Meskipun Setiarini (2022) dalam penelitiannya tidak
mencerminkan bahwa tingkat distribusi dana pajak untuk kesejahteraan umum

dapat menjadi determinan dari kepatuhan pajak.



Perspektif keadilan dan manfaat pelayanan yang tidak optimal terhadap
kesediaan wajib pajak untuk patuh dapat disebabkan oleh faktor kepercayaan
afektif. Hal ini merujuk pada terus bertambahnya catatan merah otoritas pajak
dalam beberapa tahun terakhir. Kian meningkatnya masalah penggelapan dana
oleh otoritas, disusul dengan kompleksitasnya kisruh permasalahan pribadi
oknum otoritas pajak yang kemudian mengungkapkan kepada publik bahwa
otoritas pajak sendiri belum mencerminkan perilaku patuh pajak. Dengan
berbagai permasalahan tersebut berimplikasi kepada moral wajib pajak yang
membentuk ketidakpercayaan kepada otoritas (Jahnke dan Weisser, 2019).

Kredibilitas menjadi hal utama guna mengurangi persepsi negatif wajib
pajak yang selama ini menjadi tantangan terbesar otoritas untuk
mengoptimalkan kebijakan strategis yang ditetapkan (Abdu dan Adem, 2023).
Sejalan dengan hal tersebut, Cahyonowati et al. (2023) dan Ige et al. (2023)
pada penelitiannya memperoleh dilema kepatuhan pajak dapat diatasi oleh
kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas. Akan tetapi, Francis (2019)
mengkaji tingkat keyakinan kepada otoritas tidak memberikan implikasi yang
signifikan atas kepatuhan pajak secara jangka panjang.

Hasil penelitian terdahulu yang tidak selaras menggambarkan akurasi
digitalisasi sistem perpajakan, perspektif keadilan, dan kepercayaan kepada
otoritas dalam memengaruhi niat kepatuhan wajib pajak masih lemah.
Sedangkan kepatuhan pajak menjadi syarat keberhasilan self assesment system
guna mengumpulkan pendapatan pajak. Aspek pelayanan dan kepercayaan

adalah hal penting untuk menarik kesediaan wajib pajak untuk patuh. Namun,



kepercayaan wajib pajak berpotensi meredup akibat hadirnya berbagai masalah
pada pemangku kepentingan. Di samping itu, penelitian mengenai perspektif
keadilan distributif, prosedural, dan retributif terhadap kepatuhan pajak
cenderung dilakukan di luar Indonesia. Perbedaan budaya di Indonesia dengan
negara luar relatif menghasilkan karakteristik wajib pajak yang berbeda.
Sehingga hendaknya dilakukan pengkajian kembali terkait faktor-faktor
tersebut. Oleh sebab itu, peneliti terdorong untuk memberikan kontribusi bukti

empiris terkait determinan dari kepatuhan UMKM di Indonesia.

. Rumusan Masalah

Urgensi tingkat kepatuhan dan ketidakpastian hasil penelitian pendahulu
yang telah diuraikan pada latar belakang menjadikan peneliti merumuskan
masalah penelitian sebagai berikut:
1. Bagaimanakah pengaruh digitalisasi sistem perpajakan terhadap kepatuhan

UMKM?

2. Bagaimanakah pengaruh perspektif keadilan terhadap kepatuhan UMKM?
3. Bagaimanakah pengaruh kepercayaan kepada otoritas terhadap kepatuhan

UMKM?

. Batasan Masalah

Guna menjaga penelitian terfokus sesuai rencana awal penelitian, maka
ditetapkan suatu batasan ruang dan waktu penelitian. Dalam konteks ruang,
penelitian difokuskan pada UMKM vyang teregistrasi sebagai wajib pajak di

Provinsi Bali. Peneliti juga memusatkan penelitian pada faktor digitalisasi



sistem perpajakan, perspektif keadilan, dan kepercayaan wajib pajak kepada
otoritas sebagai determinan kepatuhan pajak UMKM. Guna menguji pengaruh
dari digitalisasi sistem perpajakan, maka penelitian dilakukan pada UMKM
yang telah memanfaatkan fitur layanan e-system. Kemudian dalam konteks
batasan waktu, penelitian terfokus pada pelaku UMKM yang telah melaporkan
Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tahun 2022. Hal ini juga sebagai salah satu

indikator wajib pajak tersebut telah patuh memenuhi kewajiban perpajakannya.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Besarnya kontribusi pajak bagi kesejahteraan nasional mendorong
berbagai upaya otoritas untuk meningkatkan kepatuhan pajak melalui
reformasi perpajakan guna mengoptimalkan pendapatan negara. Secara
garis besar, esensi dari penulisan penelitian ini adalah sebagai sumbangsih
empiris dari faktor ekonomis dan non ekonomis yang dapat dijadikan
landasan untuk meningkatkan tingkat kepatuhan pajak. Lebih spesifiknya,
penelitian ini diperuntukkan sebagai berikut:
a. Guna mengetahui pengaruh digitalisasi sistem perpajakan terhadap
kepatuhan UMKM.
b. Guna mengetahui pengaruh perspektif keadilan terhadap kepatuhan
UMKM.
c. Guna mengetahui pengaruh kepercayaan kepada otoritas pajak terhadap

kepatuhan UMKM.



2. Manfaat Penelitian
a. Wajib Pajak UMKM

Derasnya modernisasi menyebabkan masyarakat harus
beradaptasi dengan segala perkembangan teknologi informasi.
Digitalisasi yang terjadi pada sistem perpajakan saat ini memerlukan
pemahaman dari wajib pajak UMKM terhadap e-system. Untuk itu
penelitian ini dapat menjadi referensi literatur bagi UMKM mengenai
urgensi penerimaan pajak dan kepatuhan pajak termasuk aspek
penyebabnya, yaitu sistem perpajakan digital, kepercayaan kepada
otoritas dan perspektif keadilan pelaku UMKM. Sehingga ke depannya
pemanfaatan sistem perpajakan digital dapat dilakukan UMKM secara
maksimal guna efisiensi dan efektivitas aktivitas perpajakan.

b. Otoritas Pajak

Telah diungkapkan bahwa pajak memiliki manfaat yang besar
bagi suatu negara dan optimalisasi penerimaan negara dari sektor pajak
menjadi sasaran strategis DJP selaku otoritas pajak. Oleh sebab itu,
peningkatan kepatuhan memiliki peran esensial dalam mencapai tujuan
yang dimaksudkan. Demikian juga dengan penelitian ini yang
diharapkan untuk dapat memproyeksikan bagaimana digitalisasi sistem
perpajakan, kepercayaan kepada otoritas pajak, dan keadilan perpajakan
sebagai determinan dalam meningkatkan kepatuhan pajak UMKM.

Sehingga dapat menjadi evaluasi bagi otoritas pajak dalam
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meningkatkan kinerja, layanan, transformasi dan/ atau penetapan
kebijakan sistem perpajakan modern.
Politeknik Negeri Bali

Peralihan supply driven menjadi demand driven dilakukan dunia
pendidikan akibat kesenjangan kompetensi lulusan dengan permintaan
dunia industri. Sebagaimana ditetapkannya Keputusan Menteri Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 347 Tahun 2014
mengenai Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia
(SKKNI) kategori perpajakan. Kemudian penetapan Merdeka Belajar —
Kampus Merdeka (MBKM) dengan harapan terbentuk sinergitas antara
lembaga pendidikan dan dunia industri.

Program pentahelix yang dilakukan oleh Politeknik Negeri Bali
bagi mahasiswa semester akhir dikenal dengan Praktik Kerja Lapangan
(PKL). Dengan melaksanakan PKL selama tiga bulan, mahasiswa
dihadapkan pada realitas dunia industri. Oleh sebab itu, relevansi dari
pada penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu motivasi
pengembangan dan penyempurnaan materi perkuliahan di bidang
perpajakan untuk mendukung kompetensi mahasiswa dalam
melaksanakan PKL dan ketika telah menyelesaikan studi. Selain itu,

penelitian ini berkontribusi secara konseptual bagi peneliti berikutnya.



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan
Pengujian hipotesis dilakukan dengan bantuan program statistik untuk
menguji pengaruh digitalisasi sistem perpajakan, perspektif keadilan, dan
kepercayaan kepada otoritas terhadap kepatuhan UMKM yang teregistrasi
sebagai wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak di bawah lingkup Kantor

Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Provinsi Bali. Berdasarkan hasil uji, dapat

ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Variabel digitalisasi sistem perpajakan memiliki hubungan yang positif dan
signifikan terhadap kepatuhan UMKM. Sebagai salah satu upaya dalam
reformasi perpajakan, otoritas pajak berikhtiar untuk menemukan cara yang
efisien dalam melaksanakan administrasi perpajakan. Derasnya
perkembangan teknologi dimanfaatkan oleh otoritas pajak untuk
melaksanakan digitalisasi pada sistem perpajakan yang dikenal dengan
istilah e-system. Hadirnya e-system memberikan motivasi kepada UMKM
untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sebagian besar wajib pajak
menyatakan bahwa digitalisasi sistem perpajakan memberikan kemudahan
dalam melakukan administrasi. Sebab pelaksanaan dapat dilakukan dari
tempat mana pun dengan catatan memiliki koneksi internet. Namun, masih
terdapat beberapa UMKM yang memiliki kendala pemahaman terkait e-

system sehingga merasa pelaporan secara manual jauh lebih efisien. Hal ini
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sejalan dengan Technology of Acceptance Model Theory mengenai aspek
kemudahan dan kebermanfaatan sebagai syarat dari adaptasi teknologi.
Hubungan variabel perspektif keadilan dengan kepatuhan UMKM
memproyeksikan adanya hubungan yang positif dan signifikan. Meskipun
keadilan tidak bisa diterapkan secara keseluruhan bagi wajib pajak. Namun,
keadilan perpajakan adalah keadilan bagi sebagian besar wajib pajak.
Konsep keadilan ini bisa dijelaskan melalui Fairness Heuristic Theory.
Dalam Fairness Heuristic Theory, peran kuasa otoritas pajak dibutuhkan
sebagai fondasi dalam membangun kepatuhan pajak. Wajib pajak menilai
ketegasan otoritas pajak dalam menindaklanjuti pelaku yang melanggar
hukum pajak sangat diperlukan agar tidak memengaruhi wajib pajak yang
lain untuk tidak patuh. Namun keadilan yang dimaksudkan tidak hanya
terkait evaluasi perilaku wajib pajak, tetapi juga didasari atas bagaimana
kebijakan yang ditetapkan dan pelayanan yang diberikan. Ketika otoritas
pajak tidak dapat mengembangkan keduanya, maka berdasarkan Slippery
Slope Framework, tingkat kepatuhan pajak akan turun tergelincir ke level
tidak patuh.

. Variabel kepercayaan kepada otoritas memiliki korelasi yang positif dan
signifikan terhadap kepatuhan UMKM. Otoritas pajak memiliki legitimasi
untuk menyusun kebijakan dan mengimplementasikan kebijakan untuk
meningkatkan kepatuhan yang dapat dijelaskan dengan Legitimacy Theory.
Dalam Legitimacy Theory, rasa percaya sebagai salah satu determinan

kepatuhan. Kepatuhan pajak menjadi tantangan yang dihadapi otoritas
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pajak, begitu pun kredibilitas dari otoritas pajak itu sendiri. Sekalipun
otoritas pajak dihadapkan dengan oknum otoritas yang tidak patuh, otoritas
pajak harus tetap mempertahankan kredibilitasnya. Sebab pilar utama dari
kepatuhan pajak berdasarkan Slippery Slope Framework adalah rasa
percaya wajib pajak terhadap otoritas pajak. Hal ini divalidasi oleh hasil
rekapitulasi kuesioner yang menunjukkan sebagian besar wajib pajak
menyatakan enggan untuk memenuhi kewajibannya apabila dana pajak

digunakan secara tidak bijaksana oleh otoritas pajak.

B. Implikasi
1. Implikasi praktis UMKM
Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi wajib pajak UMKM untuk
memahami mengenai urgensi dari penerimaan pajak termasuk determinan
kepatuhan pajak. Digitalisasi membuat aktivitas perpajakan menjadi lebih
mudah untuk diakses. Wajib pajak UMKM diharapkan dapat memanfaatkan
sistem layanan perpajakan secara digital yang telah disiapkan oleh otoritas
pajak. Bagi wajib pajak UMKM yang belum memanfaatkan sistem
pelayanan perpajakan digital dapat menggunakan penelitian ini sebagai
bahan pertimbangan untuk beralih dari layanan konvensional.
2. Implikasi praktis otoritas pajak
Penelitian ini memiliki kontribusi bagi otoritas pajak sebagai bahan
evaluasi atas setiap kebijakan perpajakan yang ditetapkan. Otoritas pajak
dapat menggunakan penelitian ini untuk menimbang seberapa besar

antusiasme dan pemahaman wajib pajak dalam menerapkan layanan
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perpajakan secara digital. Sehingga otoritas pajak diharapkan
mengembangkan sistem tersebut hingga dapat dijangkau oleh wajib pajak
yang belum memanfaatkan. Penelitian ini juga memverifikasi terkait peran
kuasa dan kredibilitas otoritas pajak sangat memengaruhi keputusan wajib
pajak UMKM untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dengan
demikian, otoritas pajak diharapkan untuk mempertimbangkan cara
membangun citra yang positif dan membentuk iklim yang sinergis dengan

wajib pajak.

C. Saran

Kepatuhan pajak tidak dapat tercipta apabila belum terdapat kerja sama
dari pihak otoritas dan wajib pajak. Sinergitas di antara keduanya sangat
diperlukan untuk menghasilkan tingkat kepatuhan pajak yang optimal.
Berdasarkan serangkaian hasil dan pembahasan, serta limitasi yang dimiliki

oleh penelitian ini dirumuskan rekomendasi sebagai berikut:

1. Bagi UMKM

UMKM vyang belum melaksanakan kewajiban perpajakan dengan
sistem perpajakan digital direkomendasikan untuk mempertimbangkan
pilihan untuk memanfaatkan layanan perpajakan digital. Adopsi teknologi
dalam layanan perpajakan sebaiknya dimanfaatkan karena sangat praktis.
Selain itu, hal ini selaras dengan prinsip green accounting yakni mengurangi
penggunaan kertas dalam proses administrasi pajak. Sementara itu wajib
pajak UMKM vyang telah memanfaatkan layanan perpajakan digital

direkomendasikan untuk meningkatkan kemampuan secara pengetahuan
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perpajakan dan juga penggunaan teknologi guna meminimalkan kendala
teknis yang kemungkinan dihadapi. Namun, apabila terdapat kendala yang
serius, wajib pajak dapat menggunakan layanan pengaduan untuk

memperoleh solusi.

Bagi Otoritas Pajak

Merujuk pada manfaat digitalisasi sistem perpajakan, otoritas pajak
diharapkan dapat membujuk wajib pajak yang belum memanfaatkan
layanan perpajakan digital dan wajib pajak yang masih memiliki kendala
pemahaman dengan melangsungkan sosialisasi maupun pelatihan. Otoritas
pajak juga diharapkan dapat memberikan ketegasan dalam menindak lanjuti
pelaku yang melakukan kecurangan dalam administrasi perpajakan. Begitu
pun dengan hadirnya berbagai isu tidak patuh pajak yang dilakukan oleh
oknum otoritas dan berpotensi mendiskreditkan kredibilitas otoritas pajak.
Otoritas pajak diharapkan dapat melakukan langkah mitigasi untuk
mencegah tindakan kecurangan yang dilakukan oleh oknum tersebut. Salah
satunya dengan melaksanakan audit internal secara berkala dan konsisten
serta menindak tegas pelaku kecurangan. Dengan demikian, otoritas pajak

dapat membuktikan komitmennya dalam menjunjung keadilan.

Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini masih jauh dari kata sempurna karena memiliki
keterbatasan selama proses penelitian. Sehingga diperlukan pengembangan
pada penelitian-penelitian berikutnya. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat

mengembangkan penelitian mengenai kepatuhan UMKM hingga pada
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klasifikasi usaha menengah. Peneliti selanjutnya dapat mengkaji kembali
terkait determinan kepatuhan UMKM dengan mengembangkan variabel-
variabel penelitian, menambah jumlah sampel, hingga memperluas tempat

dilakukannya penelitian.
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